 KOMPONEN

ALUR STANDAR PELAYANAN

JARINGAN DOKUMENTASI DAN INFORMASI HUKUM

1. Dasar Hukum | a. Undang undang Nomor 25 Tahun 2009
b. Undang undang Nomor 43 Tahun 2009
¢. Undang undang Nomor 23 Tahun 2014
d. Undang undang Nomor 15 Tahun 2019
e. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010
f. Peraturan Presiden Nomor 33 Tahun 2012
g. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 S
h. Peraturan Menteri Hukum Dan Hak Asazi Manusia Nomor 35 Tahun
I. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2021
2. Persyaratan a. Produk Hukum Yang Telah DiTetapkan
Pelayanan
3. SiStE}:’Ial. JARINGAN DOKUMEN TASI DAN INFORMASI HUKUM
mekanisme KABAG KASUBAG STAF
dan prosedur ‘
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Ya

Tidak
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>

B r
- |

Keterangan bagan :

1. Penyampaian berkas dan pemeriksaan berkas
2. Berkas lengkap dilanjutkan/tidak lengkap dikembalikan
2 Berkas Lengkap, diparaf dan dilanjutkan untuk penandatanganan
4. Pengembalian Ke SKPD Penggagas & Arsip
5. Penggandaan, Pejilitan, Scan & Penyebarluasan Produk Hukum
4, Jangka waktu | Jangka waktu penyelesaian disesuaikan
penyelesaian
5. Biaya/tarif Gratis
6, Produk Jaringan Dolumentaci Dan Informasi Hukum

pelayanan




